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KINI, KISAH TIGA JENDERAL: JEJAK REKAM MASA LAMPAU
oleh Rum Aly

Bagian (1)

SERPIHAN bom di Mega Kuningan untuk sebagian juga terlontar masuk ke ruang politik
praktis —yang temperaturnya tak ikut turun bersama usainya pemilihan presiden 8 Juli 2009—
dan menciptakan rentetan ledakan baru di sana. Sementara itu, indikasi yang ditunjukkan
sidik forensik yang ditemukan penyelidik kepolisian di sekitar lokasi peristiwa pemboman
Marriot-Ritz Carlton tampaknya berjalan menuju arah yang berbeda dengan indikasi
berdasarkan laporan intelijen yang dikutip Presiden kemarin, Jumat 17 Juli. Mengasumsikan
bahwa kedua sumber indikasi punya kadar reliability yang sama, dengan sedikit
menyederhanakan pemikiran, kita bisa mengatakan pada hakekatnya ada dua peristiwa
berbeda namun bersatu dalam satu ‘ledakan’. Sampai, ada fakta lanjutan yang bisa
menunjukkan bahwa kedua soal itu, yakni pemboman dan kekecewaan terhadap pilpres,
ternyata berkaitan dalam satu hubungan sebab-akibat.

Terlepas dari itu, sebenarnya ada ‘detil kecil’ menarik dalam penyampaian Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono selepas Jumat siang itu. Presiden menggunakan penyebutan intelijen
yang ‘ada di pihak pemerintah’. Apakah percikan ‘refleks’ ini berarti ada intelijen yang bukan
di pihak pemerintah? Ini menjadi menarik, bila dikaitkan bahwa dalam kancah pemilihan
presiden yang baru lalu ini, ada tiga jenderal —purnawirawan dengan pengaruh dan atau sisa
pengaruh tertentu yang dapat dipastikan tidak kecil— di antara enam tokoh yang maju
sebagai kandidat calon presiden atau wakil presiden. Di masa lampau, sepanjang yang dapat
dicatat, ada sejarahnya bahwa tidak selalu jaringan intelijen ada dalam kendali resmi
pemerintah, melainkan bisa di bawah kendali perorangan atau kelompok militer tertentu
yang ada di dalam kekuasaan. Salah satu contoh paling klasik adalah jaringan Opsus (Operasi
Khusus) di bawah Ali Moertopo di masa awal orde baru. Dan dibelakang Ali Moertopo ada
nama Pater Beek, yang sebenarnya seorang biarawan namun berpengalaman dan

berkemampuan operasional khusus dengan kategori excellent.

Apakah di luar SBY yang adalah Presiden incumbent, kedua jenderal yang lain, Wiranto dan
Prabowo Subianto, juga punya jaringan intelijen yang aktif dan atau telah diaktivasi kembali
untuk kepentingan politik masing-masing? Sekedar melihat bahwa di sekeliling dua jenderal
itu memang terdapat sejumlah purnawirawan tokoh militer dengan kategori ‘terkemuka’ di
masanya masing-masing, dan beberapa di antaranya pernah memangku jabatan di lembaga-
lembaga intelijen, secara awam dapat dikatakan bahwa bagaimanapun ada jaringan
semacam itu atau setidaknya ada cara dan metode intelijen yang digunakan sebagai
penopang dalam berpolitik. Hal yang sama tentu terjadi dengan Susilo Bambang Yudhoyono,

yang bahkan punya akses kuat terhadap intelijen ‘incumbent’. Artinya, di belakang
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pertarungan politik yang baru lalu ini terjadi pula semacam ‘perang’ intelijen? Barangkali, ya.
Kalau ya, memang ya, karena ini semua ciri gaya militer dalam berpolitik, bukan gaya
pertarungan politik kaum sipil yang lebih pandai dalam pertarungan adu mulut saja —dari
yang etis sampai yang tak etis samasekali. Tempo hari, militer yang berpolitik sering dijuluki
politician in uniform, sedangkan politisi sipil dari partai disebut sebagai ‘tukang kecap’ dan

tak pernah ada kecap yang tidak nomor satu.

Pada awal bergulirnya reformasi, peranan politik kelompok-kelompok militer, secara kuat
ditekan oleh berbagai kekuatan politik dan kekuatan lainnya dalam masyarakat. Nyaris-
nyaris tiba ke titik nol, terbalik sama sekali dengan masa ‘kegemilangan’ penerapan
Dwifungsi ABRI, yang memberikan peranan dan fungsi sosial politik yang besar kepada ABRI
(kini TNI) selain peranan dan fungsi pertahanan-keamanan yang sudah begitu kuatnya.
Sedemikian besar fungsi sospol yang dimiliki sehingga ada masa di mana posisi-posisi
penting di kabinet dan pemerintahan serta jabatan-jabatan gubernur, bupati/walikota,
pimpinan badan usaha milik negara dan lain sebagainya hampir-hampir habis diborong tak
bersisa bagi kaum sipil.

Ternyata kaum sipil yang seakan-akan berhasil merebut tempat utama dalam kehidupan
politik sesudah berakhirnya masa kekuasaan Soeharto —dan dengan demikian juga
diharapkan dalam pengelolaan kekuasaan negara— tidak cukup memiliki kepercayaan diri
dan pada akhirnya kembali menoleh kepada sumber-sumber militer. Fenomena ini menguat
menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Presiden secara langsung di tahun 2004
dan makin kokoh pada tahun 2009. Niatnya, kira-kira bagaimana kini ‘memperalat’ militer,
tapi nyatanya bisa juga terbalik kemudian. Berikut ini, beberapa cuplikan catatan lama
tentang perilaku partai dan kekuatan sipil lainnya tatkala mendapat kesempatan mengelola
kekuasaan negara setelah 1998 (yang untuk sebagian diangkat dari Rum Aly, Menyilang Jalan
Kekuasaan Militer Otoriter, Penerbit Buku Kompas, 2004).

Partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik aktual yang berperan setelah 1998 —baik yang
memiliki kaitan sejarah dengan partai-partai atau kekuatan politik masa orde baru maupun
yang muncul melalui peluang baru masa reformasi— ternyata lebih kuat kecenderungannya
kepada subjektivitas hasrat kekuasaan untuk dirinya sendiri daripada memperjuangkan
secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan
negara secara keseluruhan. Kerapkali keburukannya sulit dibedakan dengan tentara di waktu
lalu, hanya saja mereka tak bersenjata di tangan, tetapi pada hakekatnya sama-sama haus
dan mengutamakan kekuasaan untuk diri sendiri. Sehingga, sulit untuk diharapkan
sepanjang mereka semua tidak punya kemauan melakukan perubahan signifikan dalam
dirinya masing-masing. Dan itu tetap sama keadaannya hingga tahun 2009 ini, terutama di
saat sebagian besar anggota masyarakat di Indonesia sedang menderita ‘kesakitan
sosiologis’ seperti sekarang: mudah dibeli sehingga gampang merubah ‘kesetiaan’, mudah

diperalat, mudah diprovokasi, mudah diadudomba, mudah marah tapi mudah pula putus
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asa, malas berpikir dan seakan-akan sudah kehilangan persepsi, dan sebagainya. Ada daftar
panjang untuk hal ini.

Fenomena sikap para pemegang kekuasaan baru pasca Soeharto, yang berasal dari kalangan
sipil, yakni sampai naiknya Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatarbelakang militer,
mungkin bisa dipahami hanya dari fakta bahwa kehadiran mereka pada garis besarnya tidak
diawali dengan kuat oleh suatu perjuangan idealistik. Katakanlah, misalnya, perjuangan
idealistik berupa suatu inisiatif menjalankan proses pembaharuan secara konseptual, atau
perjuangan menegakkan demokrasi yang mendasar, melainkan sekedar terseret peralihan
ataupun korban ‘perlawanan’ (kalau memang ada perlawanan, karena pusat perlawanan ada
di ‘tempat’ atau di tangan orang lain) —untuk tidak menyebutnya sekedar korban dengan
berbagai lekatan sisa sindroma— terhadap penindasan rezim sebelumnya. Tatkala penindas
perlaya, mereka yang pernah diinjak — seperti semut, namun tak sempat menggigit— boleh

naik dan mungkin saja merasa berhak untuk ‘menginjak’ atas nama dan dalih apapun.

Bagian (2)

Trauma dan ‘penganiayaan’ politik

Para penguasa baru pasca Soeharto, pun ternyata tak punya kemampuan untuk keluar dari
lingkaran kekeliruan persepsi dan tak mampu menarik pelajaran dari sejarah, betapa pun
mereka semua merasa paham sejarah dan sering mengulang-ulang pemeo ‘jangan lupakan
sejarah’ atau ‘jangan sekali-kali meninggalkan sejarah’. Presiden Habibie, Presiden
Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputeri, dengan kadar yang berbeda-beda
cenderung hanya mengulangi kekeliruan demi kekeliruan masa lampau, yang dilakukan
Soeharto maupun yang dilakukan Soekarno. Belakangan, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pun dinilai melakukan beberapa kekeliruan khas kalangan penguasa Indonesia
dari masa ke masa. Bisa dicatat pula betapa Susilo Bambang Yudhoyono memiliki tipikal
kepemimpinan khas Jawa, yang banyak kemiripannya dengan gaya Soeharto.

Kelemahan-kelemahan yang ditunjukkan para penguasa baru pasca Soeharto maupun
partai-partai politik di masa reformasi sebagai suatu realita kasat mata itulah yang
menyebabkan munculnya pertanyaan, apakah harus kembali menoleh kepada sumber
militer?

Menjelang Pemilihan Umum pertama di masa reformasi pada tahun 1999, lahir ratusan
partai baru, namun hanya 48 di antaranya yang lolos kualifikasi sebagai peserta. Tiga di
antaranya, adalah ‘reinkarnasi’ dari partai lama yakni PPP, PDI-P yang merupakan ‘hasil’
pecahan PDI dan Partai Golkar yang adalah jelmaan Golkar. Tiga partai ini termasuk dalam

deretan partai-partai yang lolos ke DPR hasil pemilihan umum, dan menjadi teratas bersama
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beberapa partai baru seperti PKB, PAN dan Partai Keadilan. Masih terdapat beberapa yang
lain berhasil menempatkan wakil-wakil di DPR seperti PBB, PDKB. Menarik untuk diamati
bahwa dua partai urutan teratas, PDIP dan Partai Golkar memberi tempat yang amat layak
pada tokoh-tokoh eks tentara, sederet jenderal purnawirawan, pada dewan pimpinan pusat
mereka, ataupun sebagai ‘wakil rakyat’ di DPR. Fenomena ini berlangsung hingga pemilu-
pemilu berikutnya. Di PPP misalnya ada antara lain Letnan Jenderal Purnawirawan Yunus
Yosfia dan Muhammad Ghalib. Sementara di PDIP Theo Sjafei dan kawan-kawan senantiasa
ada di posisi terhormat selaku pimpinan partai dari satu periode ke periode lainnya. Tetapi
tak kurang pula banyaknya barisan jenderal purnawirawan yang gagal membawa suara
signifikan untuk partai-partai yang ikut mereka tangani, seperti misalnya Jenderal Rudini dan
Edi Sudradjad. Partai Keadilan yang di pemilihan umum 2004 kemudian berganti nama
menjadi Partai Keadilan Sejahtera, dengan ‘basis’ Islam, adalah partai yang menonjol tidak
ikut arus menerima kader ex tentara. Di situ hanya ada Soeripto SH yang pernah

berkecimpung dengan kelompok tentara di masa lampau dalam kiprah di dunia intelijen.

Fenomena yang paling menarik tentu adalah yang terjadi di PDIP di bawah pimpinan
Megawati Soekarnoputeri. Partai ini lebih tertarik kepada sumber kader eks tentara daripada
yang berasal dari kalangan perguruan tinggi. Tatkala Megawati, naik berkuasa sebagai
Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid yang putus di tengah jalan, praktis barisan
gerakan kritis mahasiswa menjadi salah satu penentang utamanya, sebagai jawaban
terhadap sikapnya yang juga tidak bersahabat terhadap kelompok mahasiswa —padahal ia
tiba pada posisinya, semula sebagai Wakil Presiden lalu Presiden, tidak terlepas dari peranan
besar mahasiswa yang berhasil membuat Presiden Soeharto terpaksa mundur dari
kekuasaannya. Bila ia memiliki trauma terhadap ‘mahasiswa’ —yang sebagai kelompok pada
tahun 1966 telah ikut menjatuhkan Soekarno sang ayahanda dari kekuasaannya— semestinya
iapun memiliki trauma yang sama dengan tentara (ABRI) yang justru adalah juga pemegang
andil utama lainnya dalam penggulingan Soekarno. Namun sebaliknya, ia malahan banyak
memberi konsesi kepada tentara tahun 2000-an. Agaknya Megawati tak menyukai gaya
kritik ala mahasiswa. Dalam pada itu tokoh-tokoh ABRI (TNI) pasca Soeharto tidak pernah
mengeritiknya melainkan aktif melakukan pendekatan pada dirinya, terutama sebagai
Presiden incumbent hingga tahun 2004.

Salah satu bentuk akomodasi Megawati terhadap para jenderal adalah dipertahankannya
beberapa jenderal purnawirawan ex kabinet Abdurrahman Wahid dalam kabinetnya, yakni
antara lain Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar yang sempat diparkir atau

memarkir diri menjelang usaha dekrit Presiden Abdurrahman Wahid.

Dua jenderal ini sama-sama maju ke kancah Pemilihan Presiden secara langsung yang
pertama kali di tahun 2004 sebagai pesaing Megawati. Agum Gumelar menjadi kandidat
Wapres pasangan Hamzah Haz (ex Wapres pendamping Mega). Tetapi yang paling menarik

perhatian adalah tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pesaing Megawati dalam
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kancah itu. Semula, ada semacam ‘rancangan’ bersama untuk menjadikan SBY sebagai calon
Wapres bagi Mega, tetapi gagal karena terjadi beberapa kecelakan komunikasi. Pada masa-
masa akhir masa pemerintahan Mega, SBY yang menduduki posisi Menko Polkam, berkali-
kali tak lagi diikutsertakan dalam rapat kabinet menyusul isu ketidakcocokannya dengan
suami Mega, Taufik Kiemas. ‘Pengucilan’ SBY ditambah serentetan pernyataan serangan
pribadi atas dirinya dari Taufik Kiemas menimbulkan kesan terjadinya penganiayaan politik,
yang justru menjadi blessing in disguise bagi SBY berupa aliran simpati yang besar.
Masyarakat pada sekitar saat itu amat sensitif terhadap korban penganiayaan dan akan
cenderung membela yang ‘tertindas’. Megawati sendiri menjadi terapung karena faktor
emosional seperti itu, ketika ia terkesan mengalami penindasan politik rezim Soeharto, yang

mengalirkan dukungan simpati politik bagi dirinya.

Salah satu puncak penindasan terhadap Megawati adalah penyerbuan dan pendudukan
kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro oleh massa ‘PDI’ yang didukung dari belakang oleh
kekuatan militer rezim Soeharto pada Peristiwa 27 Juli 1997. Menarik bahwa tatkala
penyerbuan berlangsung, Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai Kastaf
Kodam Jaya dicatat kehadirannya tak jauh dari lokasi peristiwa. Akan tetapi dikemudian hari,
kehadiran ini tidak dipermasalahkan lanjut karena mantan atasannya, Panglima Kodam Jaya,
Sutiyoso membentengi dengan menyatakan bahwa seluruh tanggungjawab komando ketika

itu ada di tangannya dan SBY tidak turut campur sehingga dengan demikian tidak bersalah.

Dalam kancah Pemilihan Presiden 2004, Megawati tampil didampingi Hasyim Muzadi Ketua
Umum PB-NU sedang Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah sempat menunggu-nunggu
konfirmasi Mega untuk posisi nomor dua, akhirnya maju sebagai pesaing berpasangan
dengan Jusuf Kalla yang berlatar belakang pengusaha. Sebagai kendaraan politik utama, SBY
membangun Partai Demokrat sebelumnya. Bersamaan dengan itu tampil juga seorang
jenderal lain, yakni Wiranto, mantan Panglima ABRI yang pernah menjadi ajudan Presiden
Soeharto, berpasangan dengan Solahuddin Wahid yang juga berlatar-belakang NU dan
kebetulan adik kandung Abdurrahman Wahid. Wiranto tampil setelah memenangkan
konvensi Golkar, antara lain dengan menyisihkan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo
Subianto. Prabowo Subianto yang pernah ‘tinggal kelas’ karena satu masalah di Akabri
adalah adik kelas Susilo Bambang Yudhoyono yang pada tahun 1973 adalah Komandan
Taruna dan menjadi lulusan terbaik Akabri tahun itu. Masa pendidikan mereka berdua di
Akabri kala itu, adalah masa yang khas karena saat itu Gubernur Akabri dijabat oleh seorang
jenderal legendaris masa transisi 1965-1966, Mayor Jenderal (waktu itu) Sarwo Edhie
Wibowo yang dikenal sebagai jenderal berintegritas tinggi. Bertiga, Letnan Jenderal Sarwo
Edhie Wibowo, Letnan Jenderal Hartono Rekso Dharsono dan Letnan Jenderal Kemal Idris,
adalah barisan jenderal idealis yang dihormati kalangan perjuangan 1966, namun kemudian
perlahan-lahan satu persatu disisihkan oleh Soeharto dari kekuasaan. Tanpa mereka,

kekuasaan di tangan rezim militer pasca Soekarno di bawah Jenderal Soeharto pun
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berangsur-angsur menyimpang dari jalan lurus dan memasuki masa-masa penuh intrik,
tekanan dan rangkaian penganiayaan politik.

Bagian (3)

PADA tahun 1973 itu, dengan berbagai perilaku dan tindakan yang absurd, kalangan
kekuasaan pada hakekatnya telah meletakkan satu ‘garis antara’ kekuasaan dengan
mahasiswa yang senantiasa bersikap kritis. Suatu pemikiran tentang sisa-sisa partnership
ABRI-Mahasiswa yang pernah terjalin di tahun 1966 meluncur menuju ke titik nol. Tetapi
pemikiran tentang semacam bentuk pemulihan, memang tetap ada. Pemikiran seperti itu
misalnya setidaknya masih terdapat pada tokoh seperti Jenderal Sarwo Edhie Wibowo,
jenderal idealis dari masa penumpasan PKI 1965 dan perjuangan 1966. Bila hubungan
dengan generasi lebih tua di militer telah meluncur ke arah tak diinginkan, kenapa tidak
dicoba jalinan baru yang lebih baik di antara unsur generasi muda sendiri ? Ketika Mayor
Jenderal Sarwo Edhie menjabat sebagai Gubernur Akabri, pemikiran itu diwujudkan. Tanggal
24 hingga 28 Januari 1973, di kampus Akabri Magelang diselenggarakan pertemuan
komunikasi dan olah raga antara Taruna Akabri semua jurusan dengan rombongan
mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Trisakti Jakarta.
Rombongan mahasiswa cukup memadai sebagai representasi, dari Bandung 171 orang

termasuk 25 mahasiswi, dan dari Jakarta 130 mahasiswa putera dan puteri.

Komandan Taruna Akabri waktu itu, adalah Sersan Mayor Taruna Susilo Bambang
Yudhoyono. Dalam persepsi Susilo, kegiatan pertemuan komunikasi ini “mengandung arti
bahwa kita sama-sama memandang perlu untuk meningkatkan hubungan yang akrab”,
dengan saling mendekatkan diri dalam berbagai macam kegiatan bersama yang sehat.
“Sehingga akan melahirkan suatu semangat kerja sama, rasa berpartner dalam membangun,
yang kesemuanya ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda untuk melanjutkan perjuangan

bangsa Indonesia, menuju masyarakat maju, yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.

Bagian paling menarik dari pertemuan antara dua kelompok generasi muda ini, tentu saja
adalah acara diskusi pada tanggal 27 April, yang bertopik “Membina Hubungan Generasi
Muda Militer dan Non Militer”. Kekakuan masih cukup terasa. Ada saja dari kedua belah
pihak yang bersifat kaku dan kurang terbuka. Terhadap kekakuan itu, mahasiswa psikologi
dari Bandung, Paulus Tamzil, menyatakan “kita harus membuka diri” sampai pun kepada
yang kita sadari sebagai keburukan-keburukan kita, “untuk saling mengenal lalu menjalin
komunikasi”.

Dalam forum itu, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Hatta Albanik,
melontarkan pertanyaan problematik “Akibat adanya perbedaan-perbedaan selama ini dan
akibat adanya diskomunikasi, timbul pertanyaan siapakah diantara kita yang berhak menjadi

pemimpin, sebab dalam masyarakat kita yang feodalis, pemimpin lah yang menentukan
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masyarakat”. Semua yang hadir waktu itu niscaya mengetahui bahwa dalam realita yang ada
waktu itu dari hari ke hari terlihat betapa militer semakin meluas dalam menduduki jabatan-
jabatan dalam masyarakat yang tadinya diduduki kaum sipil. Suatu keadaan, yang oleh para
mahasiswa diakui untuk sebagian juga tercipta karena ketidakmampuan kaum sipil menjadi
pemimpin yang baik di masa sebelumnya. Yang paling ingin diketahui oleh para mahasiswa
dari generasi muda non militer ini, bagaimana sikap generasi muda di tubuh militer tentang
masalah yang sama. Sebab, menurut logika yang lurus, kalau memang ABRI (kini TNI) berniat
untuk memegang terus kekuasaan dan makin menyempurnakan kekuasaan itu, maka
generasi muda yang saat itu dididik di Akabri lah yang akan mewarisi kekuasaan itu kelak
pada waktunya. Mahasiswa-mahasiswa yang bukan militer cukup terang-terangan
memaparkan kecurigaan-kecurigaan mereka terhadap kekuasaan dan alasan-alasan
kecurigaan itu. Kecurigaan terhadap hasrat kekuasaan ini timbul misalnya karena mahasiswa
melihat arah perubahan kurikulum Akabri yang 75 persen akademis non militer dan 25
persen militer. Ini dinilai sebagai pertanda bahwa ABRI mempersiapkan kader-kader yang
disamping militer, juga menguasai hal-hal yang agaknya akan dibutuhkan untuk tugas-tugas

bukan militer. Dan yang terakhir ini kadarnya begitu tinggi.

Seorang taruna bernama Erich Hikmat menjawab “Sangkaan itu tidak beralasan. Generasi
muda memerlukan pimpinan yang qualified, tidak jadi soal apakah ia ABRI atau bukan, tapi
atas pilihan rakyat. Perubahan kurikulum tersebut adalah untuk menyesuaikan diri dengan
tuntutan zaman. Kita jangan saling mencurigai, tapi mari kita bersaing secara sehat”. Bagi
para mahasiswa, jawaban ini menarik, terutama bila dilepaskan dari keadaan objektif dalam
hubungan sipil militer pada waktu itu. Meskipun diskusi secara umum didominasi oleh
kekakuan —yang menurut Prabowo Djamal Ali, mahasiswa Bandung yang menjadi
moderator, belum menemukan setelan yang pas— pernyataan sang taruna tak dapat
dilepaskan dari bagian suatu upaya saling mengerti. Selain Erich, dua taruna yang cukup
diapresiasi dan menarik perhatian para mahasiswa adalah Prabowo Subianto, putera
Professor Soemitro Djojohadikoesoemo, dan Agus Umar Wirahadikusumah (kini telah

almarhum) keponakan dari Jenderal Umar Wirahadikusumah.

Di luar kegiatan diskusi, para taruna lebih mampu menunjukkan sikap yang lebih spontan
dan tidak kaku, baik dalam perbincangan maupun dalam pertandingan-pertandingan
olahraga dan kegiatan bersama lainnya. Umumnya para taruna unggul dalam pertandingan
olahraga, “tapi dalam diskusi, yang unggul umumnya pemimpin mahasiswa”, kata Mayjen
Sarwo Edhie. “Kan mereka sudah beberapa tahun jadi pemimpin dewan mahasiswa, tentu
saja lebih tangkas ngomong dan berdebat”. Tentang kekakuan yang ada, Mayjen Sarwo
Edhie memberi beberapa penjelasan. “Kurangnya spontanitas taruna adalah karena berhati-
hati, ingat akan peristiwa tahun 1970 di ITB”. Yang dimaksud Sarwo Edhie adalah peristiwa
terbunuhnya mahasiswa ITB Rene Coenrad dalam suatu insiden di Bandung dengan Taruna

Akabri Kepolisian angkatan 1970, Nugroho Djajusman dan kawan-kawan, 6 Oktober tahun
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itu. “Dalam menghadapi rekan-rekannya yang mahasiswa ini, kalau mereka hati-hati,
bukannya tidak mau terbuka”. Apa yang dikatakan mahasiswa dalam diskusi, walaupun tidak
ditanggapi taruna, bukan berarti mereka tidak setuju. Tapi, “kita jangan dulu menginginkan
hal-hal yang spektakular”.

Sesuatu yang spektakular dalam konteks hubungan yang membaik memang tak pernah
terjadi kemudian. Gema lanjutan pertemuan ringkas antara generasi muda militer dan
generasi muda non militer di Magelang itu pun tidak panjang, dan sejauh ini tak terukur
seberapa jauh pengaruhnya. Seberapa jauh misalnya komunikasi dengan kalangan sipil yang
segenerasi dalam konteks kehidupan demokratis seperti itu membekas? Dan seberapa jauh
tempaan-tempaan idealistik Sarwo Edhie bisa tertanam, sementara setelah mereka lulus
mereka segera ‘dimanjakan’ oleh keistimewaan yang tercipta oleh pelaksanaan Dwifungsi
ABRI, merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Apalagi, seperti yang
diungkapkan di belakang hari oleh Letnan Jenderal Sarwo Edhie, bahwa prakarasa
pertemuan di Akabri itu tidak diapresiasi dengan baik oleh Pangkopkamtib Jenderal
Soemitro. “Beliau malah curiga, lalu turun perintah melarang. Ya sudah, stop, tak ada lagi
acara temu muka dan dialog tersebut”, ungkap Sarwo di tahun 1988. Selain itu, beberapa
situasi baru kemudian muncul dalam kehidupan sosial politik menjelang pertengahan 1973
itu dan para mahasiswa ada dalam pusaran-pusaran perkembangan situasi dengan gerakan-
gerakan kritisnya. Terlebih setelah itu, Jenderal Sarwo Edhie praktis ‘disingkirkan’ dari
jabatan-jabatan teras di lingkungan ABRI setelah diangkat sebagai Duta Besar Rl untuk Korea
Selatan. Sekembalinya dari sana, Sarwo tak pernah diberi jabatan-jabatan strategis dalam
kekuasaan pemerintahan. Tapi, bagaimanapun sesuatu telah dicoba, dan setidaknya dua
nama, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto pernah ada dalam proses
percobaan itu. Dua tokoh yang disebut terakhir ini, memiliki catatan kehidupan pribadi yang
menarik. Susilo Bambang Yudhyono mempersunting puteri Letnan Jenderal Sarwo Edhie,

sedang Prabowo Subianto menjadi menantu Jenderal Soeharto.

Bagian (4)

Salah satu kisah di balik berita, menggambarkan adanya hubungan
yang kurang nyaman antara Prabowo Subianto dengan Jenderal
Wiranto ...

KARENA menjadi menantu tokoh tertinggi dalam kekuasaan di Indonesia, kuat anggapan
subjektif di masyarakat bahwa karir militer Prabowo Subianto cepat menjulang karenanya.
Sebagai menantu Presiden, meski barangkali justru merepotkan kesatuannya dalam segi
pengamanan, toh beberapa kali Prabowo pergi bertugas ke daerah berbahaya, seperti Timor
Timur dan Irian Jaya (kini dinamai Papua). Penugasannya di daerah-daerah ‘berbahaya’ ini

juga menjadi sumber berkembangnya berbagai cerita ‘spektakuler’, seperti misalnya tentang

hal. 8 dari 24



D:\Mly Stuffs\Koleksi\Jenderal Indonesia\Kini, Kisah Tiga Jenderal - Jejak Rekam Masa Lampau.docx (85 Kb), Last saved: Saturday, 21 June 2014

suatu ‘kecelakaan’ yang menimpanya di Timtim. Sedang di Irian Jaya, muncul kisah
kegemilangannya menyelesaikan dan menumpas pelaku penyanderaan oleh kelompok
bersenjata terhadap perwira TNI. Karena menantu Soeharto, Prabowo memang menjadi

fokus perhatian dan juga rumor politik.

Setidaknya, Prabowo Subianto dalam usia relatif muda sudah memangku beberapa jabatan
komando yang penting, yakni sebagai Danjen Kopassus dan kemudian Panglima Kostrad. Dan
kala itu, tampaknya tinggal soal waktu saja ia berturut-turut akan menjadi KSAD dan

selanjutnya Panglima ABRI.

Perkembangan karir Susilo Bambang Yudhoyono di masa kekuasaan Soeharto tidak banyak
menjadi perhatian publik, untuk tidak mengatakannya nyaris tak terdengar untuk beberapa
lama. Perhatian bahkan lebih banyak tertuju kepada Jenderal Sarwo Edhie sang mertua,
yang dari waktu ke waktu mengalami banyak tekanan untuk makin menepikan posisi dan
peranannya dalam rezim Soeharto. Bukan hanya oleh Soeharto, tetapi juga oleh banyak
jenderal lain yang sebenarnya justru tak terlalu besar peranannya dalam penumpasan
Gerakan 30 September 1965. Satu dan lain sebab, sikapnya yang kritis, terutama terhadap
perilaku korup dan manipulatif dari sejumlah jenderal, membuatnya memiliki daftar musuh
yang selalu bertambah. Selain itu, bisa dianalisa bahwa ada kekuatiran tertentu dari
Soeharto sendiri terhadap popularitas Jenderal Sarwo Edhie —sebagaimana juga halnya

terhadap Jenderal HR Dharsono— terutama di kalangan generasi muda dan kaum intelektual.

Nama Susilo Bambang Yudhoyono baru mulai menjadi perhatian ketika ia menjabat sebagai
Kepala Staf Kodam Jaya terutama dalam kaitan Peristiwa 27 Juli 1997. Kemudian, kendati
menjabat sebagai Kasospol ABRI, namanya tak banyak terkait dan atau dikaitkan dalam
aneka peristiwa sospol pada tahun ‘pergolakan’ pasca lengsernya Soeharto. Sesudah itu, ia
tercatat menjadi menteri kabinet Presiden Abdurrahman, semula Menteri Pertambangan
dan Energi lalu Menko Polkam. Berbeda dengan Prabowo, adik kelasnya, Susilo Bambang

Yudhoyono lebih tercitrakan sebagai perwira staf daripada perwira komando.

Selain pernah bersama selama beberapa tahun sebagai taruna Akabri, Susilo Bambang
Yudhoyono dan adik kelasnya, Prabowo Subianto, praktis tak pernah ada dalam
persinggungan peristiwa, apalagi dalam konotasi berseberangan, sampai dengan saat
mereka memasuki proses pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2009. Perbenturan peristiwa
justru lebih mewarnai hubungan Prabowo Subianto dengan Jenderal Wiranto yang jauh lebih
senior dari kedua tokoh tersebut.

Sebenarnya, memang cukup banyak jenderal lebih senior yang tidak nyaman, untuk tidak
mengatakannya was-was, terhadap meluncur pesatnya karir putera Soemitro
Djojohadikoesoemo ini. Agaknya, sukar dihindari kesan bahwa sewaktu-waktu Prabowo akan

menyalib beberapa perwira tinggi senior yang sedang ‘menunggu’ giliran ke atas. Padahal,
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menoleh ke belakang, Prabowo Subianto sebenarnya nyaris tidak bisa diterima masuk Akabri
karena sampai tahun 1970, bahkan sampai sesudahnya, sikap alergi di tubuh ABRI terhadap
ex PSI masih cukup kuat. Bagaimanapun Soemitro Djojohadikoesoemo, ayahandanya, adalah
seorang tokoh PSI yang di mata sejumlah perwira teras ABRI punya ‘dosa’ karena pernah ikut
dalam jalinan pemberontakan PRRI tahun 1957-1958 sehingga harus hidup di luar negeri
sebagai ‘pelarian’ politik hampir sepuluh tahun lamanya. Selain itu, sepulangnya ke
Indonesia, Prabowo turut dalam aktivitas kelompok gerakan pembangunan yang selain
dikonotasikan titisan PSI juga dianggap banyak bersentuhan dengan perwira-perwira
Siliwangi yang mulai ‘diamat-amati’ oleh inner circle kekuasaan Soeharto. Padahal dalam

kenyataan, anggapan itu tidaklah sepenuhnya benar.

Salah satu kisah di balik berita, menggambarkan adanya hubungan yang kurang nyaman
antara Prabowo Subianto dengan Jenderal Wiranto, terutama tatkala yang disebut
belakangan ini ada dalam posisi sebagai Panglima ABRI pada periode ‘terakhir’ Presiden
Soeharto menjelang Mei 1998. Sebelum itu, jabatan Panglima ABRI sudah sejak lama dipisah
dengan jabatan Menteri Hankam, dan Jenderal M. Jusuf adalah yang terakhir memegang
jabatan rangkap tersebut, menyusul gejala ‘kecemasan’ Presiden Soeharto bahwa mereka
yang merangkap kedua jabatan itu bisa menjadi terlalu kuat. Menurut catatan, saat
merangkap jabatan itu, Jenderal Jusuf telah menjadi begitu populer -meskipun sebenarnya
popularitas itu lebih bertumpu kepada beberapa kelebihan pribadi sang jenderal sendiri—
bahkan sempat santer disebut-sebut sebagai calon Wakil Presiden berikutnya setelah Adam
Malik, dan pada periode berikutnya lagi bisa menjadi Presiden. Presiden Soeharto sempat
setuju M. Jusuf menjadi calon Wakil Presiden. Namun, sejumlah ‘tokoh’ inner circle yang
mencium adanya rencana M. Jusuf, bahwa begitu menjadi Wakil Presiden, akan
membersihkan mereka yang banyak terlibat pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan
kelompok dan pribadi, mendadak bangkit untuk menghadang. Dan mereka berhasil
‘meyakinkan’ Soeharto tentang risiko bila M. Jusuf sempat menjadi Wakil Presiden dan

bukan tak mungkin akan lanjut meluncur ke posisi yang lebih tinggi.

Tercatat adanya beberapa ‘benturan’ yang pernah terjadi antara Jenderal Wiranto dengan
Prabowo Subianto. Meminjam pemaparan Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan
dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (Penerbit Buku Kompas, Maret
2009), Prabowo Subianto pernah membentur pengajuan Mayjen Suwisma sebagai Danjen
Kopassus oleh Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) dan telah disetujui Pangab
Jenderal Wiranto. Prabowo menyampaikan penolakannya, langsung kepada Presiden
Soeharto, sang mertua, dengan alasan Suwisma beragama Hindu (Bali) sedangkan mayoritas
anggota Kopassus beragama Islam. Soeharto menyetujui keberatan itu dan sebagai hasil
akhirnya Mayjen Muchdi PR lah yang diangkat menjadi Danjen Kopassus. Dalam jabatan itu
kemudian, seperti diketahui, Muchdi PR mendapat tuduhan melakukan penculikan dan

penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis gerakan kritis, namun lolos di MA. Prabowo
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dan Wiranto juga digambarkan berada dalam suatu situasi rivalitas dalam gerakan karir ke
atas. Sebagai menantu penguasa tertinggi rezim, banyak yang memperkirakan Prabowo
adalah salah satu calon putera mahkota. Meskipun, sementara itu ada gambaran bahwa Siti
Hardianti Rukmana, puteri sulung Soeharto lah yang ada dalam urutan pertama sebagai
‘pewaris’ kekuasaan. Sehingga, ada juga gambaran tentang terjadinya rivalitas internal
Cendana, antara Prabowo dengan Siti Hardianti, yang sama-sama memiliki barisan pengikut

yang kuat di lingkaran istana.

Dengan kuatnya perkiraan bahwa Prabowo adalah putera mahkota, maka pada hari-hari
genting Jakarta pertengahan Mei yang ditandai dengan makin meningkatnya demonstrasi
mahasiswa, yang menimbulkan spekulasi akan ada semacam pengalihan kekuasaan atau
yang semacamnya, sejumlah tokoh politik mengarus ke Markas Kostrad tempat Prabowo
sehari-hari berada. Meningkatnya kegiatan pertemuan di Markas Kostrad ini kelak menjadi
salah satu point yang dianggap penting dalam laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta)
setelah pecahnya tragedi Mei 1998.

Bagian (5)

“Semacam teori pembusukan untuk mempercepat kejatuhan

Soeharto yang telah memerintah terlalu lama”

DALAM pusaran peristiwa politik Mei 1998 di Indonesia, nama Jenderal Wiranto dan Letnan
Jenderal Prabowo Subianto, ada dalam pusat perhatian dan keduanya senantiasa
ditempatkan dalam posisi berseberangan. Saat itu, Jenderal Wiranto menjabat sebagai
Panglima ABRI, sedang Letnan Jenderal Prabowo Subianto menjabat sebagai Panglima
Kostrad.

Dalam ringkasan eksekutif Laporan Akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta), Bab V Analisa,
dituliskan bahwa di bidang politik terjadi gejala yang mengindikasikan adanya pertarungan
faksi-faksi intra elit yang melibatkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam pemerintahan
maupun masyarakat yang terpusat pada “isu penggantian kepemimpinan nasional”. Hal ini,
“tampak dari adanya faktor dinamika politik seperti yang tampak dalam pertemuan di
Makostrad tanggal 14 Mei 1998 antara beberapa pejabat ABRI dengan beberapa tokoh
masyarakat, yang menggambarkan bagian integral dari pergumulan elit politik”. Di samping
itu dinamika pergumulan juga “tampak pada tanggung jawab Letjen TNI Prabowo Subianto
dalam kasus penculikan aktivis”. Analisa ini, menurut laporan tersebut, semakin dikuatkan
dengan fakta terjadinya pergantian kepemimpinan nasional satu minggu setelah kerusuhan
terjadi, 13-15 Mei, yang sebelumnya telah didahului dengan dengan adanya langkah-langkah
ke arah diberlakukannya Tap MPR No.V/MPR/1998.
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Mengenai penculikan aktivis, di belakang hari dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira,
Letnan Jenderal Prabowo Subianto mengakui hanya menculik 9 orang dengan menggunakan
aparat Kopassus, menjelang Sidang Umum MPR Maret 1998. Tetapi semua korban telah
dibebaskan kembali beberapa waktu kemudian setelah Sidang Umum. Dengan demikian
menjadi tidak jelas, siapa penculik 14 aktivis lain. Menurut Munir (almarhum korban
pembunuhan politik) dari Kontras, Mayjen Sjafrie Sjamsoedin pernah mengakui
memerintahkan beberapa penangkapan namun kemudian diserahkan ke kepolisian.
Prabowo sendiri mengatakan adanya perintah atasan untuk melakukan ‘penculikan’ itu dan
secara tidak langsung menyebutkan adanya pihak lain yang juga melakukan rangkaian
‘pengambilan paksa’. Apakah ‘pihak lain’ ini juga adalah faksi di tubuh ABRI sendiri? Melihat
cara-cara penculikan, tampaknya memang ya. Dan apakah penculikan oleh faksi lain ini, yang
korbannya pada umumnya tetap hilang hingga kini —sehingga diduga telah dibunuh—
bertujuan untuk mengesankan bahwa penghilangan paksa itu juga dilakukan Prabowo atas
perintah Soeharto (karena tak mungkin atas perintah Wiranto, mengingat hubungan tak
nyaman di antara mereka)? Katakanlah, semacam teori pembusukan untuk mempercepat

kejatuhan Soeharto yang kala itu telah memerintah terlalu lama.

Mengenai sebab pokok peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 itu sendiri, TGPF
menyimpulkan, adalah terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok yakni proses
pergumulan elit politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan
kepemimpinan nasional dan proses pemburukan ekonomi moneter yang cepat. Di dalam
proses pergumulan elit politik itu, ada pemeran-pemeran kunci di lapangan pada waktu
kerusuhan. Dalam kaitan inilah, pertemuan Makostrad 14 Mei 1998, menurut TGPF, patut
diduga dapat mengungkap peranan pelaku dan pola pergumulan yang menunjuk pada
kerusuhan yang terjadi. TGPF lebih jauh menyimpulkan bahwa terdapat keterlibatan banyak
pihak, mulai dari preman lokal, organisasi politik dan massa, hingga adanya keterlibatan
sejumlah anggota dan unsur di dalam tubuh ABRI yang di luar kendali dalam kerusuhan ini.
“Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya sengaja untuk menumpangi

kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan tindakan apa-apa”.

Laporan ini secara terbuka menunjuk ‘kelemahan’ operasi keamanan di Jakarta bertalian
erat dengan keseluruhan pengembanan tanggung jawab Pangkoops Jaya Mayor Jenderal TNI
Sjafrie Sjamsoedin “yang tidak menjalankan tugasnya sebagai yang seharusnya”. Meskipun
tidak menyebutkan nama Jenderal Wiranto, sebenarnya tanggungjawab dari kegagalan
keamanan bagaimanapun tertuju kepada sang Panglima ABRI (TNI) ini yang juga sesuai
rumusan “tidak melakukan tindakan apa-apa”. Pers asing maupun lokal, memang menyorot
Wiranto dalam kaitan ‘kekosongan’ komando saat peristiwa terjadi. Far Eastern Economic
Review, menyebutkan bahwa adalah mengherankan kenapa Jenderal Wiranto bersama
pimpinan-pimpinan teras TNI justru terbang ke Malang, Jawa Timur, di pagi hari peristiwa

kerusuhan hanya untuk menghadiri suatu acara parade. Padahal, tak mungkin Wiranto tidak
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memperkirakan dan atau tidak mengetahui besarnya kemungkinan meletusnya suatu
peristiwa di Jakarta, yang bagi kalangan awam pun sebenarnya sudah bisa dirasakan.
Mengenai kekosongan komando ini, dalam bukunya yang ditulis Hendro Subroto, Perjalanan
Seorang Prajurit Para Komando, Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan
mengatakan, “Kalau mereka tahu akan terjadi kerusuhan yang begitu dahsyat tetapi
memutuskan tetap pergi ke Malang, maka mereka membuat kesalahan”. Tetapi, “kalau
mereka tidak tahu akan terjadi kerusuhan, mereka lebih salah lagi. Mengapa mereka sampai
tidak tahu? Kerusuhan yang terjadi di Jakarta bukan hanya merupakan masalah Kodam Jaya,
tetapi sudah menjadi masalah nasional”. Belakangan, Wiranto —yang sempat ‘menyatukan’
kembali jabatan Menteri Hankam dengan jabatan Panglima ABRI di tangannya dalam kabinet
terakhir Soeharto yang hanya berusia kurang dari dua bulan, setelah sejak lama dipisah—
memberi klarifikasi bahwa dengan memiliki teknologi komunikasi yang canggih ketika itu,
meskipun berada di luar Jakarta ia tetap memegang kendali komando. Dengan demikian tak
bisa dikatakan ada kekosongan komando. Artinya, kegagalan penanganan masalah Jakarta
saat itu, tetap merupakan tanggungjawabnya? Tapi sejauh ini tak pernah ada proses

pertanggungjawaban resmi yang dilakukan.

Presiden Soeharto yang saat kerusuhan Mei 1998 terjadi sedang berada di ibukota Mesir,
Kairo, mempercepat kepulangannya ke Jakarta dan tiba dinihari Jumat 15 Mei. la segera
mengumpulkan para pembantunya, mulai dari Wakil Presiden, para menteri dan para
jenderal pemegang komando keamanan untuk mendengar laporan lengkap peristiwa. Pagi-
pagi keesokan harinya Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No.16 mengenai
pembentukan Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional —mirip Kopkamtib
di masa lampau— dengan Jenderal Wiranto sebagai Panglima. Komando ini memiliki
wewenang yang besar berdasarkan wewenang yang dimiliki Soeharto sebagai pengemban
Tap MPR N0.V/1998. Instruksi ini banyak diinterpretasikan sebagai semacam Surat Perintah
11 Maret 1996 yang dulu diperoleh Soeharto dari Soekarno.

Tetapi “ternyata sikap Wiranto tidak jelas”, demikian Sintong Panjaitan. “Seharusnya
Wiranto menghimpun seluruh potensi Angkatan Bersenjata dan memimpin mereka untuk
menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban. Tetapi perintah Panglima Tertinggi itu
tidak dilaksanakannya”. Lebih jauh, kata Sintong, “Wiranto boleh menolak perintah Panglima
Tertinggi tetapi karena hal itu merupakan subordinasi, maka selambat-lambatnya ia harus
mengundurkan diri dalam jangka waktu delapan hari”. Bahkan, menurut Sintong, setelah
Wiranto menolak perintah Panglima Tertinggi ABRI, maka pada saat itu juga ia harus
langsung mengundurkan diri. Agaknya Soeharto juga membaca ketidakjelasan sikap Wiranto,
sehingga ia ini sempat menawarkan KSAD Jenderal Subagyo HS untuk memegang jabatan
Panglima Komando baru itu mengganti Wiranto. Tetapi sikap dan jawaban Subagyo rupanya
sama tidak jelasnya.
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Mengutip Far Eastern Economic Review, Sinansari Ecip dalam buku Siapa “Dalang” Prabowo
(Penerbit Mizan, 1999) menuliskan, bahwa menjelang pergantian presiden, ada yang lolos
dari perhatian para demonstran, yakni “gerakan militer yang dikomandoi Wiranto”. Jadi alih-
alih melaksanakan Instruksi Presiden, Wiranto, diam-diam bersama sejumlah jenderal
menyusupkan pasukan dalam jumlah besar ke gedung DPR, guna menekan loyalis Soeharto
agar berbalik menentangnya. Digambarkan juga bahwa para jenderal itu mendekati para
pimpinan mahasiswa dan kemudian membiarkan para mahasiswa memasuki gedung
tersebut. Beberapa mahasiswa menjadi terheran-heran karenanya. Cara ini, mengingatkan
kepada peristiwa munculnya “pasukan tak dikenal” yang mendekati istana saat Soekarno
memimpin Sidang Kabinet 11 Maret 1966, yang membuat Soekarno merasa tertekan. Dan
kemudian lahirlah Surat Perintah 11 Maret yang merupakan awal peralihan kekuasaan ke

tangan Jenderal Soeharto kala itu.

Pada sekitar waktu yang hampir bersamaan dengan ‘membuka’ pintu DPR bagi pendudukan
oleh mahasiswa, di tempat lain Wiranto menggelar suatu konferensi pers, didampingi Letnan
Jenderal Prabowo Subianto. Di situ ia membantah isu bahwa ia akan mengumumkan
pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden. la malah mengecam pernyataan Ketua
MPR/DPR Harmoko yang mendesak Soeharto mengundurkan diri, sebagai tindakan yang
inkonstitusional. ‘Permainan politik’ yang dianggap cukup cerdik ini, menurut Marzuki
Darusman —yang saat itu adalah Ketua Komnas HAM— dalam wawancara dengan Far Eastern
Economic Review, merupakan suatu upaya Wiranto untuk menghindarkan Soeharto
mengetahui adanya suatu kelompok dalam militer yang sedang bersatu untuk melawan
dirinya. “Dia mencoba menjaga jarak dengan gerakan utamanya, untuk menciptakan kesan
independen”.

Bagian (6)

Soeharto: Patah arang dan putus harapan oleh beberapa peristiwa

‘balik badan’ pengikut setia.

TATKALA Jenderal Wiranto berperan di belakang layar ‘membuka’ pintu bagi ‘pendudukan’
DPR oleh mahasiswa, sejak 18 Mei 1998, sejumlah aktivis pro-demokrasi sempat menoleh
dan menaruh perhatian bahkan harapan kepada dirinya. Tetapi perhatian dan harapan
menyangkut Wiranto ini, tak berusia panjang.

Pendudukan gedung DPR di Senayan itu sendiri tak boleh tidak menjadi salah satu faktor
penekan utama perubahan sikap Harmoko, Ketua MPR/DPR, yang tadinya amat dikenal
dalam gambaran seakan hidup dan matinya adalah untuk mendukung Soeharto, justru
berperan menjadi pendorong agar Soeharto mengundurkan diri. Bila tadinya ia selalu

mengatakan “sesuai petunjuk pak Presiden”, kini kepada Soeharto ia berbalik mengatakan
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“sesuai kehendak rakyat”. Harmoko dan kawan-kawan unsur pimpinan DPR, dalam rapat
pimpinan 19 Mei sore, memutuskan akan menyampaikan ‘harapan’ kepada Presiden
Soeharto agar mengundurkan diri. Hasil rapat pimpinan itu secara resmi baru disampaikan
21 Mei pagi melalui surat yang disampaikan langsung kepada Soeharto —tak lebih dari satu
jam sebelum Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya— tetapi sudah lebih dulu

terpublikasi melalui pers segera setelah ‘keputusan’ itu diambil.

Wakil Ketua MPR/DPR Letnan Jenderal Syarwan Hamid yang juga adalah Ketua Fraksi ABRI,
menceritakan bahwa saat sikap pimpinan DPR itu tersiar, ia menerima telepon dari Kepala
Staf Sosial Politik ABRI, Mayor Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan
bahwa Syarwan dimaki-maki banyak orang di Mabes ABRI. Syarwan mengatakan
persetujuannya adalah sikap pribadi, bukan atas nama fraksi ABRI atau institusi ABRI. Susilo

Bambang Yudhoyono sempat menyatakan bisa mengerti sikap yang diambil Syarwan.

Bagaikan semacam anti-klimaks bagi para mahasiswa penentang Soeharto, hanya beberapa
jam setelah tersiarnya sikap pimpinan DPR, pada jam 19.15 malam Menteri Hankam/Pangab
Jenderal Wiranto memberi pernyataan mempersalahkan sikap pimpinan DPR. la menyatakan
“ABRI berpendapat dan memahami bahwa pernyataan pimpinan DPR-RI agar Presiden
Soeharto mengundurkan diri adalah sikap dan pendapat individual, meskipun disampaikan
secara kolektif”. Terminologi ‘individual’ ini agaknya terutama berasal dari informasi
Syarwan Hamid sebagaimana yang disampaikannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono
bahwa tindakannya adalah bersifat individual dan tidak mengatasnamakan Fraksi ABRI.
Jenderal Wiranto lebih jauh menegaskan, sesuai dengan konstitusi, pendapat pimpinan DPR
itu tidak memiliki kekuatan hukum. “Pendapat DPR harus diambil oleh seluruh anggota
dewan melalui Sidang Paripurna DPR”. Wiranto mendesak agar diadakan reshuffle kabinet
dan menyarankan pembentukan Dewan Reformasi yang beranggotakan unsur pemerintah
dan masyarakat, termasuk unsur kampus dan tokoh-tokoh kritis. Sebelum menyampaikan

pernyataan ini, Jenderal Wiranto terlebih dahulu menghadap kepada Presiden Soeharto.

Seperti yang dapat dicatat, dua butir gagasan dalam pernyataan Wiranto —yang agaknya
berasal dari Soeharto juga— yakni reshuffle kabinet dan pembentukan dewan reformasi tak
pernah bisa dilakukan. Soal reshuffle, Soeharto sudah patah arang dan putus harapan
terutama oleh peristiwa ‘balik badan’ sejumlah golden boys dalam kabinetnya, Ginandjar
Kartasasmita dan Akbar Tandjung beserta 12 menteri lainnya, yang menyatakan tak bersedia
duduk dalam suatu kabinet baru Soeharto. Sementara itu gagasan pembentukan Dewan
Reformasi dan atau Komite Reformasi, patah karena tokoh-tokoh yang tadinya bersedia
datang memenuhi permintaan Soeharto untuk bertemu dan membentuk dewan semacam
itu juga balik badan. Sebagian karena perbedaan prinsip, sebagian juga sebagai hasil
membaca arah angin yang berubah cepat. Keadaan ini sempat membuat Yusril Ihza

Mahendra seorang tokoh ‘muda’ —salah seorang speechwriter Presiden— yang terlibat dalam
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proses itu terkesan sedikit uring-uringan. Seluruh proses patah arang ini berlangsung tak
lebih dari 24 jam.

Dalam ruang waktu yang sama di tempat berbeda, Panglima Kostrad Letnan Jenderal
Prabowo Subianto, terlibat dalam suatu rangkaian kegiatan lain. Bertemu dengan sejumlah
tokoh masyarakat, aktivis tertentu dan sejumlah politisi, yang mengarus datang ke Merdeka
Timur, hingga dinihari 21 Mei (Lihat Bagian 4). Di antara berbagai spekulasi, ada satu
spekulasi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto adalah ‘pewaris’ tahta kekuasaan
dari Soeharto. Spekulasi lain menyebut sang ‘pewaris’ adalah Siti Hardianti Rukmana yang
kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Spekulasi muncul di tengah makin derasnya
informasi bahwa Soeharto akan segera mengundurkan diri, yang antara lain diperkuat
setelah adanya pernyataan pimpinan DPR yang mengharapkannya mundur dari jabatan
Presiden.

Tentang arus pengunjung yang mendatanginya, khususnya pada dinihari 21 Mei, dalam
suatu keterangan persnya di bulan Februari 1999, Prabowo menuturkan: “Pada 21 Mei 1998
dinihari, kurang lebih pukul 02.00, puluhan tokoh dari kurang lebih 44 ormas, menanyakan
kepada saya tentang sikap saya atas terbetiknya berita bahwa Presiden Soeharto akan
mengundurkan diri. Di hadapan puluhan tokoh tersebut saya menyampaikan bahwa saya
mendukung proses konstitusional, dan secara konstitusional bapak Wakil Presiden B. J.
Habibie seharusnya menggantikan bapak Presiden Soeharto, apabila bapak Presiden
Soeharto berhenti atau berhalangan”. Mengenai adanya pergerakan pasukan sejak beberapa
hari sebelum 21 Mei, Prabowo Subianto, memberi penjelasan: “Menjelang tanggal 20 Mei
1998, tersiar berita bahwa akan ada gerakan massa sebanyak satu juta orang ke arah
Lapangan Monas. Juga terbetik berita bahwa akan ada gerakan ke arah kediaman Presiden
Soeharto di Cendana. Secara logis pun terdapat ancaman terhadap keselamatan wakil
presiden di Kuningan”. Rencana pengerahan sejuta massa, seperti diketahui waktu itu,
direncanakan antara lain oleh tokoh Muhammadiyah, M. Amien Rais, namun urung
dilakukan setelah ada pendekatan dari Jenderal Wiranto. Menurut Prabowo, jelas bahwa
semua penempatan dan pengerahan pasukan pada saat-saat yang dimaksud adalah justru

untuk mengamankan semua objek vital, terutama keselamatan presiden dan wakil presiden.

Spekulasi tentang pewaris tahta dari lingkungan istana sendiri, patah pada 21 Mei 1998
ketika Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya lalu menyerahkan jabatan tersebut
kepada Wakil Presiden yang segera dilantik Ketua MA hari itu juga. Yang menjadi persoalan
kemudian adalah pengerahan pasukan yang dilakukan Letnan Jenderal Prabowo Subianto
tetap berlanjut setelah terjadi peralihan kekuasaan dari tangan Presiden Soeharto ke tangan

Presiden baru, Baharuddin Jusuf Habibie. Apa yang sebenarnya terjadi?
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Namun, agaknya perlu lebih dulu surut 12 tahun dari 1998 ke tahun 1986, untuk suatu
catatan kilas balik ‘lahirnya’ semacam rencana Jenderal Soeharto mengundurkan diri dari

kekuasaan yang kala itu telah dipangkunya hampir 20 tahun lamanya.

Hanya satu hari sebelum peringatan 20 tahun lahirnya Surat Perintah 11 Maret, ada satu
wawancara khusus dengan isteri Presiden, Siti Suhartinah Soeharto, 10 Maret 1986.
Wawancara dilakukan Sarwono Kusumaatmadja —waktu itu Sekjen DPP Golkar— didampingi
Rum Aly (penulis catatan ini) untuk suatu laporan khusus mengenai SP-11-Maret yang akan
dimuat Majalah Media Karya, edisi bulan Maret itu. Sebenarnya pemenuhan waktu
wawancara itu sudah melebihi tenggat waktu penerbitan, tetapi terpaksa diakomodir
dengan menunda penerbitan yang seharusnya setiap minggu pertama dari bulan berjalan.
Wawancara di Cendana itu ikut dihadiri oleh Ketua Umum Golkar Sudharmono SH dan salah

satu Wakil Bendahara Golkar, Tati Sumiyati Darsoyo.

Kala itu, kejatuhan Presiden Marcos di Filipina masih menjadi bahan pembicaraan. Tak heran
bila ibu Tien juga sempat membicarakannya, sebelum wawancara resmi berlangsung. Isteri
Presiden Soeharto itu dengan nada sedikit getir mengatakan “Kasihan ya, Presiden Marcos
dan Imelda....”. Kurang lebih ibu negara Indonesia itu menyesalkan betapa kepala negara
Filipina itu jatuh, yang antara lain tak terlepas adanya keterlibatan orang ‘kepercayaan’ di
sekitarnya. Semacam kasus musuh dalam selimut. “Begitulah, kita tidak bisa menduga hati
orang, tapi ya...”. Lalu ibu Tien mengungkap bahwa dirinya telah meminta pak Harto untuk
“mengundurkan diri saja”. Ibu Tien agaknya kuatir nasib Ferdinand Marcos menimpa pula ke
diri mereka penghuni Cendana. Dan menurut ibu Tien, pak Harto setuju akan mundur secara
bertahap sambil mempersiapkan pengganti. Agaknya kejatuhan Marcos dimaknai oleh ibu
Tien sebagai suatu isyarat mawas diri, serta kemungkinan kecenderungan ‘pengkhianatan’
dari dalam sebagai kejatuhan suatu rezim, termasuk di Indonesia. Nyatanya kemudian,
kejatuhan Soeharto memang cukup diwarnai oleh sejumlah sikap pembalikan dari para
pengikutnya, termasuk yang dianggap paling setia, di kalangan sipil maupun di lingkungan
ABRI.

Seraya menoleh ke arah Sudharmono SH yang ada di sudut sebelah kanannya, ibu Tien

mengatakan bahwa pengganti pak Harto sudah disiapkan. “Ya, kan, pak Dhar?”.

Ini tentu saja menjadi konfirmasi bagi suatu skenario kekuasaan yang saat itu diketahui amat
terbatas. Semacam konfirmasi lainnya adalah ketika Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina
menyampaikan pidato ‘miris’ pada acara HUT Golkar Oktober 1986 di Balai Sidang Jakarta
(kini JCC). Menurut skenario itu, untuk periode yang akan datang, 1988-1993, Soeharto akan
menjalani periode terakhir kepresidenannya, dan Sudharmono SH menjadi Wakil Presiden.
Selanjutnya, pada periode 1993-1998, Sudharmono SH naik menjadi Presiden, didampingi
Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden. Dan pada tahap berikutnya lagi, 1998-2003, giliran Try

Sutrisno menjadi Presiden dengan alternatif Wakil Presiden adalah Wismoyo Arismunandar.
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Wismoyo pernah menjabat sebagai KSAD. Isterinya adalah kerabat ibu Tien. Tetapi untuk
tahap ketiga ini, maupun tahap berikutnya lagi, sudah disebutkan juga alternatif lain berupa
dua nama: Prabowo Subianto dan atau Siti Hardianti Rukmana. Kepada mereka para senior
yang menjadi calon-calon pengganti awal Soeharto, setidaknya kepada Sudharmono SH —
mungkin kepada Try Sutrisno juga?— pak Harto telah menitipkan agar Prabowo dan Siti
Hardianti, dibantu dan diberi tuntunan. Tetapi merupakan catatan sejarah bahwa seluruh
skenario ini patah sepenuhnya sejak Soeharto, sepeninggal Siti Suhartinah, ternyata masih
melanjutkan masa kepresidenannya pada periode 1993-1998 dan untuk 1998-2003 (yang tak
berhasil dirampungkan). Sastrawan Cina Shih Nai-an pernah memberi ungkapan, “Jika
engkau telah menyiapkan ranjang, maka engkau harus puas berbaring di atasnya”. Agaknya
Jenderal Soeharto kala itu masih ragu apakah akan puas berbaring di atas ranjang baru yang
telah dipersiapkannya.

Bagian (7)

“Sempat disebutkan, Prabowo Subianto melaporkan bahwa Jenderal
Leonardus Benjamin Moerdani merencanakan melakukan kudeta”.
“Memburuknya hubungan-hubungan itu ternyata berubah menjadi
semacam blessing indisguise bagi masa depan Susilo Bambang
Yudhoyono”.

JENDERAL Soeharto, tak disangsikan lagi sepenuhnya adalah seorang tokoh yang amat Jawa
secara kultural. la menjalankan kekuasaan negara sesuai gaya dan strategi kepemimpinan
feodalistik khas Jawa. Di satu sisi ia memberi kesempatan kepada para teknokratnya
menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan disiplin ilmu yang modern, tetapi
pengambilan keputusan terpusat di tangannya. Dengan caranya itu ia berkuasa efektif
selama 32 tahun. Indonesianis dari Amerika, Benedict Anderson, menggambarkan kekuasaan
Soeharto dalam kalimat “The slightest lifting of his finger should be able to sent a chain of
actions in motion”. Topangan utama kekuasaannya, adalah dukungan tentara bagi dirinya
yang mulai terbentuk dalam peran karena inisiatif-inisiatifnya dalam momen-momen
‘historical by accident’ di tahun 1965-1966. Keyakinan diri dan kekuasaannya kemudian
bertambah melalui berbagai ritual tradisional Jawa dan kepemilikan benda-benda yang
dipercaya punya kekuatan tersendiri, sehingga ia mencapai tahap ‘kasekten’ atau kesaktian
yang menjadi salah satu syarat bagi para raja Jawa.

Sebagai seorang kepala keluarga Jawa, berdua dengan isterinya Siti Suhartinah Soeharto, ia
amat protektif terhadap putera-puterinya dan segala kegiatan mereka, termasuk ketika
mereka yang disebut terakhir ini mengembangkan karir bisnis. Sikap Soeharto ini mungkin
bisa dipahami antara lain berdasarkan pengalaman psikologisnya di masa lampau. Kepada

Professor Soemitro yang menjadi besannya —karena perkawinan Prabowo Subianto dengan
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Siti Hediati Soeharto di tahun 1983 itu— dalam suatu acara makan bersama keluarga,
Soeharto menceritakan ‘kepahitan’ masa lampaunya. Ada banyak hal yang ‘hilang’ di masa
mudanya yang membuat ia mempunyai keinginan untuk memberi keluarganya —dan juga
negerinya— ‘rasa aman’ dalam hidup yang dulu kala tak dimilikinya. Professor Soemitro,
seperti yang kemudian dituturkannya kepada seorang teman perjuangannya di masa lampau
(dan kemudian seorang penulis buku yang mewawancarainya), kala itu menanggapi ‘isi hati’
Soeharto tersebut sebagai tanda keakraban sebagai keluarga. Salah satu tanda sikap
protektif Soeharto terhadap keluarga, khususnya kepada putera-puterinya, adalah ketika ia
beberapa kali dengan caranya yang khas memberi ‘isyarat’ kepada beberapa pimpinan ABRI
setelah periode Benny Moerdani untuk ikut menjaga ‘keselamatan’ mereka. Mungkin
termasuk kepada Jenderal Wiranto. Benny sendiri, seperti dipaparkan dalam buku Julius
Pour, “Benny, tragedi seorang loyalis”, pernah mengalami ‘balik badan’ Soeharto, ditinggal
masuk tidur, ketika ia menyinggung masalah putera-puteri Soeharto. Benny ketika itu
mengingatkan Soeharto bahwa pengamanan pribadi Soeharto sudah cukup dengan satu
batalion tentara, tapi untuk pengamanan politiknya, pak Harto dan putera-puterinya harus
juga turut serta.

Meski mendalami nilai-nilai Jawa, Soeharto masih kalah eling dari isterinya, Siti Suhartinah
Soeharto, yang dipercaya luas sebenarnya adalah pemegang wahyu kekuasaan. Adalah ibu
Tien Soeharto, seperti yang diungkapkannya di tahun 1986, yang mengingatkan dan
menyatakan kehendak agar pak Harto mulai menyiapkan proses pengunduran dirinya dari
kekuasaan (Lihat Bagian 6). Tetapi ibu Tien Soeharto yang lahir 23 Agustus 1923 mendahului
‘pergi’ pada Minggu 28 April 1996. Sempatkah ibu Tien mengingatkan lagi Soeharto
setidaknya selama 5 tahun terakhir ketika skenario awal sudah berubah? Selain ibu Tien,
yang pernah mengingatkan agar pak Harto suatu waktu juga harus berpikir mundur, adalah
lagi-lagi Benny Moerdani. Itu terjadi pada tahun 1986 juga atau setidaknya bagian-bagian
awal 1987. Dan menurut Laksamana Sudomo mantan Kepala Staf Kopkamtib yang
menghadap setelah itu, terlihat betapa pak Harto amat marah. Benny tinggal tunggu waktu
dengan sedikit saja cetusan tambahan. Menjelang Sidang Umum MPR Maret 1988, Jenderal
Benny Moerdani dicopot dari jabatan sebagai Panglima ABRI per 24 Februari.

Jenderal M. Jusuf menepuk-nepuk paha kanannya ketika mendengar laporan Prabowo
Subianto. Di latar belakang, bersumber pada Mayjen Kivlan, sempat disebutkan adalah
Prabowo Subianto yang melaporkan kepada Soeharto bahwa Jenderal Leonardus Benjamin
Moerdani merencanakan melakukan kudeta. Apakah betul Benny berniat melakukan
kudeta? Tetapi sebenarnya rencana kudeta yang dimaksud adalah peristiwa Maret 1983,
saat Prabowo masih berpangkat kapten dan menjabat Wakil Komandan Detasemen 81
Antiteror Kopassandha (dulu RPKAD, kini Kopassus). la pernah mengajak atasannya
Komandan Den 81 Mayor Luhut Pandjaitan untuk mengambil ‘peranan’ sejarah menangkap

Letnan Jenderal LB Moerdani, Asisten Hankam/Kepala Intelstrat/Asintel Kopkamtib, karena
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akan melakukan kup. Bersama Benny, akan ditangkap pula Letnan Jenderal Sudharmono SH,
Marsekal Muda TNI-AU Ginandjar Kartasasmita dan Brigadir Jenderal TNI-AD Moerdiono (
ketiganya saat itu pejabat tinggi di lingkungan Sekretariat Negara sebagai Menteri dan
Menteri Muda).

Kapten Prabowo saat itu sedang berproses dan kemudian menjadi keluarga Presiden
Soeharto pada tahun itu juga. Dengan berani, Kapten Prabowo maju menghadap Pejabat
Danjen Kopassandha Brigjen Jasmin, untuk melapor dan sempat menunjukkan sikap ‘keras’
ketika Jasmin tidak menanggapi seperti yang diharapkannya. Bahkan kemudian membayang-
bayangi rumah Jasmin. Berita Maret 1983 itu juga sampai ke Menhankam/Pangab Jenderal
M. Jusuf, sehingga memerlukan memanggil Kapten Prabowo dan Mayor Luhut. Prabowo lalu
melaporkan kembali informasi tentang rencana kup itu kepada Jusuf. Ketika mendengar
laporan itu, Jenderal Jusuf memukul-mukulkan tangannya ke paha kanannya dan
mengatakan apa betul Benny mau bertindak begitu? Setelah itu, Jusuf memerintahkan
mereka pulang. Ternyata Jusuf menindaklanjuti dengan mendatangi kediaman Danjen
Kopassandha di Cijantung, menemui Mayjen Yogie SM yang saat itu masih berstatus Danjen
dan akan segera serah terima jabatan, setelah mendapat tugas baru menjadi Pangdam
Siliwangi dan Pangkowilhan Il. Bersama Yogie, hadir sejumlah jenderal senior lainnya.
Setelah mendengar penegasan Mayor Luhut Pandjaitan bahwa tidak ada tanda-tanda dan

bukti gerakan mengarah kudeta, Jenderal Jusuf lalu menyatakan persoalan selesai.

Dalam perjalanan waktu kemudian, hubungan Prabowo Subianto tidak pernah lagi menjadi
baik dengan Benny Moerdani yang sampai Februari 1988 menjabat sebagai Pangab. Tetapi
posisi Prabowo sendiri yang adalah menantu Presiden, tetap terjaga baik, sampai akhirnya
menjadi Danjen Kopassus lalu menjadi Panglima Kostrad. Namun ketika Prabowo sudah tiba
di tempat-tempat tinggi itu, matahari Soeharto mulai terbenam, sehingga Prabowo tak
sempat menjadi KSAD atau Pangab yang sempat dianggap akan berturut-turut tiba ke
tangannya. Dan karenanya ia digambarkan berada dalam posisi rival bagi Jenderal Wiranto.
Namun Wiranto selalu menyanggah adanya persaingan. Menurutnya, sebagai jenderal
bintang empat tak mungkin ia ada dalam suatu situasi rivalitas dengan jenderal yang hanya
berbintang tiga. Tetapi bila Soeharto masih sempat ‘memperpanjang’ nafas kekuasaannya,
tentu ceritanya bisa saja menjadi lain.

Sewaktu terjadi kerusuhan hingga sehari menjelang kejatuhan Soeharto, Letnan Jenderal
Prabowo Subianto sempat mengecam secara terbuka Pangab Jenderal Wiranto yang
‘meninggalkan’ Jakarta. Sebelum ini Prabowo memang tak hanya sekali menggunakan
‘privilege’ yang dimilikinya untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap atasannya. Tak
ada yang berani menegur.

Akan tetapi di masa peralihan dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie, Wiranto

bertindak lebih taktis, sementara Prabowo masih meneruskan kebiasaannya. Sewaktu
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Prabowo mengalirkan pasukan-pasukan Kostrad masuk Jakarta di hari pertama dan kedua
kepresidenan Habibie 21-22 Mei 1998, dengan gesit Wiranto melapor ke presiden baru di
hari pertama bahwa di tangannya ada Inpres No.16/1998 yang menetapkan dirinya sebagai
Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional, semacam suatu
Kopkamtib baru. Di masa lampau Kopkamtib adalah lembaga yang sangat represif dengan
wewenang luas, dan merupakan perpanjangan wewenang Surat Perintah 11 Maret yang
dimiliki Jenderal Soeharto. BJ Habibie amat terkesan terhadap ‘kelurusan’ Wiranto ini. Pada
hari kedua, Wiranto kembali melapor mengenai adanya gerakan pasukan Kostrad yang
masuk ke Jakarta tanpa meminta izin lebih dahulu kepada dirinya sebagai Panglima ABRI.
Reaksi Habibie agak di luar dugaan, ia memerintahkan supaya hari itu juga Letnan Jenderal
Prabowo supaya diganti dan harus sudah dilaksanakan sebelum matahari terbenam. Dan
pengganti Prabowo harus segera menarik keluar dari Jakarta seluruh pasukan Kostrad yang
berkekuatan 11.000 orang. Selain pergerakan pasukan Kostrad yang cukup besar itu dan
‘pengepungan’ sepasukan Kopassus di sekitar kediaman BJ Habibie di Kuningan, Jakarta,
sebenarnya tak cukup bukti bahwa Prabowo akan melakukan kudeta terhadap Presiden
baru. Namun berdasarkan analisa kemiliteran, secara teoritis dengan pasukan berkekuatan
11.000, Letnan Jenderal Prabowo sudah mampu melakukan semacam kudeta, apalagi dalam
situasi Jakarta yang chaos seperti saat itu. Di belakang hari, Prabowo sendiri memang
membantah, tetapi tetap tidak menjadi jelas kenapa ia merasa perlu memasukkan pasukan
sebanyak itu ke ibukota negara. Formalnya atas permintaan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie
Sjamsuddin yang merasa kekurangan pasukan, tetapi menurut Letnan Jenderal Sintong
Pandjaitan, ketika itu Prabowo banyak mencampuri kewenangan Sjafrie. Selain itu,
penempatan pasukan itu tak di tempat-tempat di mana potensi kerusuhan bersumber,

melainkan terkesan memblokade pusat-pusat kekuasaan.

Letnan Jenderal Prabowo sendiri baru pada tengah hari mengetahui pencopotan dirinya dari
posisi Panglima Kostrad. Begitu tahu, ia segera menemui Presiden BJ Habibie di kantor
Presiden di kompleks Istana dan tiba di sana sekitar jam 15.00. la datang dengan dengan 12
pengawal bersenjata lengkap. Langsung ke lantai 4 tempat presiden berada, menyalahi
ketentuan protokol yang mengharuskan melapor dulu di lantai 1, tapi tidak menyalahi
kebiasaannya di masa Presiden Soeharto. Ketika atas perintah Sintong Pandjaitan yang
menjadi penasehat militer BJ Habibie, petugas istana memintanya menitipkan senjata,
Prabowo tidak menolak. la sempat bicara empat mata dengan BJ Habibie. Sewaktu Sintong
masuk untuk melaporkan kedatangan Ginandjar Kartasasmita, Habibie menjawab,
“Sebentar...”. Saat itu Prabowo menggunakan kesempatan meminta Habibie menelepon
Jenderal Wiranto agar Prabowo bisa berbicara langsung dengan Panglima ABRI itu. Tentu
untuk mempersoalkan pencopotan jabatannya selaku Panglima Kostrad. Tetapi Sintong
melarang ajudan menyambungkan telepon dengan Wiranto, karena dianggap tidak patut.
Dengan demikian Prabowo pulang dengan tangan hampa. Selepas jabatan Panglima Kostrad

ia diangkat sebagai Komandan Sesko ABRI di Lembang, Bandung. Jabatan itu akhirnya
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diterimanya setelah sempat bertemu empat mata dengan Wiranto yang mendatangi

kediamannya di Jalan Cendana.

Pencopotan Letnan Jenderal Prabowo ternyata tak menimbulkan gejolak apapun di kalangan
perwira yang diduga ‘mendukung’nya. Agaknya selama ini, keistimewaan Prabowo lebih
banyak bertumpu pada statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto. Mungkin di
sekelilingnya lebih banyak tipe pengejar fortuna, yang takkan berbuat apa-apa bila angin

berubah arah, sebagaimana nasib yang dialami Soeharto setelah lepas dari kekuasaan.

Dengan mudah kemudian Letnan Jenderal Prabowo diajukan ke sidang pemeriksaan Dewan
Kehormatan Perwira. Prabowo diperiksa terkait antara lain dengan masalah penculikan para
aktivis menjelang SU-MPR Maret 1998. Dewan Kehormatan Perwira dibentuk oleh Panglima
ABRI Jenderal Wiranto, 3 Agustus 1998. Ketua DKP adalah KSAD Jenderal Subagyo HS dengan
wakil-wakil Letjen Fachrul Razi dan Letjen Yusuf Kartanegara. Kassospol ABRI Letnan Jenderal
Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu anggota, bersama Letjen Djamari Chaniago,
Letjen Agum Gumelar dan Laksamana Madya Achmad Sutjipto. Maka wajar ketika
menangkis serangan-serangan terhadap dirinya oleh Prabowo Subianto sekitar pemilihan
presiden Juli 2009, Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa ia banyak tahu
mengenai rekam jejak sejumlah tokoh, termasuk Prabowo, di masa lampau. Hasil
pemeriksaan DKP yang oleh publik tadinya diharapkan bisa membuka apa yang sebenarnya
terjadi di masa-masa terakhir kekuasaan Soeharto, tidak diumumkan terbuka untuk publik.

Suatu kebiasaan khas penguasa Indonesia yang masih suka memelihara ketertutupan.

Sebagai Kassospol, sebagaimana saat menjabat Kepala Staf Kodam Jaya, Susilo Bambang
Yudhoyono tentu banyak tahu mengenai berbagai peristiwa politik di masa-masa menjelang
dan pasca peralihan kekuasaan, terutama di tahun 1998. Peranan Susilo sendiri tidak banyak
terbuka ke publik, misalnya yang terkait dengan tragedi Semanggi | dan Il, soal pembentukan
Pam Swakarsa dan sebagainya. Tetapi ia menjalankan banyak peranan staf di bawah
Panglima ABRI Jenderal Wiranto, dan kebanyakan bergerak di belakang layar. Sebagaimana
halnya mengenai Prabowo, tentu Susilo Bambang Yudhoyono juga banyak tahu mengenai
sepak terjang Wiranto selaku Pangab —yang tak lagi dirangkap dengan jabatan Menteri
Pertahanan Keamanan-— yang dinilai amat kaku dan masih bersifat represif terhadap gerakan
kritis. Di Jakarta maupun di Timtim. Di masa Presiden Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono
adalah konseptor Program Reformasi ABRI. Suatu waktu Presiden meminta bahan paparan
tentang reformasi ABRI yang akan disampaikannya ke DPR. Letnan Jenderal Sintong
Pandjaitan menyampaikan Program Reformasi ABRI yang sudah direvisi oleh Susilo Bambang
Yudhoyono dalam tempo semalam. Presiden Habibie amat senang membaca revisi itu
sehingga tertawa terbahak-bahak. Tentu rasa senangnya itu terkait kesesuaian yang cukup
luar biasa dengan sudut pandangnya sebagai tokoh sipil. Menurut Sintong “saran reformasi

ABRI sesuai dengan saran pemerintah kepada DPR”.
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Persoalan harta kekayaan keluarga Cendana

Nama Susilo Bambang Yudhoyono lebih mencuat pada masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputeri. Mula-mula diangkat
sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, lalu ketika ada perubahan kabinet menjadi
Menko Polkam. Bertahan pada posisi yang sama setelah Abdurrahman Wahid di-impeach
dan diganti Megawati sebagai presiden baru. Sewaktu menjabat Menteri Pertambangan,
Susilo sempat menjadi ‘utusan’ Abdurrahman Wahid untuk melakukan semacam ‘negosiasi’
dengan keluarga Cendana. Susilo Bambang Yudhoyono bersama puteri Abdurrahman Wabhid,
Yenni Wahid serta tokoh muda NU Syaifullah Yusuf diantar seorang wartawan Sugeng
Suprawito yang dekat dengan Siti Hardianti Rukmana, datang ke Cendana menemui puteri
sulung Soeharto ini. Selang satu atau dua hari kemudian, Siti Hardianti Rukmana yang lebih
dikenal sebagai Mbak Tutut datang ke Jalan Senopati pada suatu siang menemui mantan
Wakil Presiden Sudharmono yang didampingi Rum Aly (penulis catatan ini). Kedatangan
Tutut ini atas undangan pak Dhar. Atas persetujuan pak Dhar sebelumnya, Rum Aly
mengutarakan suatu gagasan agar keluarga Cendana tetap memperhatikan keadaan rakyat.
Mungkin keluarga ini bisa menjalankan berbagai program bantuan langsung kepada rakyat
yang sedang menderita akibat pergolakan situasi politik saat itu. Terminologi bantuan
langsung diketengahkan karena ada asumsi bahwa Cendana takkan percaya bila program itu
disalurkan melalui penguasa baru dalam pemerintahan yang baru. Selain itu, bantuan
langsung akan menjadi suatu jalan tengah bagi apa yang sedang melanda keluarga mantan
penguasa tersebut. Tutut menjawab, darimana uangnya, kami tak punya. Kurang lebih
maksud Tutut, kekayaan yang dimiliki keluarga tidaklah sebanyak yang disangka orang.
Sudharmono terdiam mendengar jawaban itu dan untuk seberapa lama tidak mengeluarkan
kata-kata apapun. Lalu Tutut melanjutkan dengan cerita bahwa ia pun baru saja didatangi
‘suruhan’ Gus Dur yang kurang lebih meminta ‘pengembalian’ harta yang pernah diperoleh
keluarga itu. Tutut menjawab saat itu, harta kekayaan yang mana yang dimaksud? Rum Aly
menginformasikan keterangan Tutut tentang utusan Presiden Abdurrahman Wahid ini ini
kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman sore harinya. Agaknya, pada kesempatan pertama,
Marzuki Darusman mengkonfirmasi ini kepada koleganya di kabinet, Susilo Bambang
Yudhoyono dan mendapat beberapa penjelasan. Tetapi kenapa Gus Dur menugaskan Susilo
Bambang Yudhoyono? Rupanya Gus Dur menganggap atau mengetahui ada kedekatan
tertentu antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan keluarga Cendana. Tercatat bahwa
beberapa waktu kemudian, hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Abdurrahman
Wahid memburuk di saat-saat terakhir, sebagaimana juga yang terjadi dalam hubungannya
dengan Megawati Soekarnoputeri. Memburuknya hubungan-hubungan itu ternyata berubah
menjadi semacam blessing indisguise bagi masa depan Susilo Bambang Yudhoyono yang
kemudian membawa dirinya ke puncak kekuasaan negara, dengan beberapa ciri
kepemimpinan yang juga khas Jawa seperti Jenderal Soeharto.
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Para jenderal dan supremasi sipil

CATATAN mengenai jejak rekam masa lampau ini, diakhiri di sini. Mungkin dalam kadar
tertentu sudah memadai sebagai referensi ringan guna memahami peranan dan posisi tiga
jenderal ini, berdasarkan pengamatan beberapa sepak terjang mereka dalam pergulatan
seputar kekuasaan negara selama ini. Dalam suatu tulisan tersendiri pada kesempatan
berikut, akan dibahas peluang, kegagalan dan perspektif ke depan dari para jenderal dengan
latar belakang militer ketika memasuki ruang civil-society dalam konstruksi kekuasaan
negara yang demokratis dengan landasan supremasi sipil. Selesai.
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